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Daam negara yang mengusung prinsip persaingan usaha, campur tangan pemerintah menjadi esensial untuk
mengatur sejauh mana sebuah jenis industri, perdagangan, dan jasa dapat bersaing bebas atau perlu
diproteksi. Melihat banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, campur tangan pemerintah
ini menjadi krusial untuk mencegah persiangan usahatidak sehat yang merugikan ekonomi, baik kepada
sesama pelaku usaha maupun kepada negara. Salah satu bentuk pelanggaran yang jumlahnya signifikan di
Indonesia adalah persekongkolan tender, dengan grafik perkara yang terus meningkat menurut data K PPU
beberapa tahun terakhir. Oleh karenaitu, diperlukan penanganan yang lebih efektif. Berkaitan dengan hal
tesebut, penting bagi Indonesia untuk merujuk pada Amerika Serikat, yakni negara yang menjadi pelopor
pengaturan Undang-Undang Persaingan Usaha. Hal ini juga dilakukan oleh Indonesia pada penyusunan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang L arangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak
Sehat, di mana pengaturan persaingan usaha di Amerika Serikat seperti Sherman Act banyak mempengaruhi
pembuatannya. Namun, masih ada pengaturan yang dapat dibuat |ebih efektif berkaitan dengan
persekongkolan tender. Untuk itu, penelitian ini dilakukan secara doktrinal. Hasil analisis perbandingan
konsep penegakan hukum persekongkolan antara Indonesia dan Amerika Serikat, termasuk dengan
penerapannya melalui putusan pengadilan, adalah adanya perbedaan yang mencakup kewenangan lembaga
penegak hukum persaingan usaha, pendekatan hukum dalam persekongkolan tender, penjatuhan sanksi,
serta penerapan leniency program, perlindungan whistleblower, dan consent decree.

...... In anation that upholds the principle of fair competition, government intervention becomes essential to
regulate the extent to which a particular industry, trade, or service can compete freely or requires protection.
Given the numerous violations committed by business entities, government intervention is crucia to prevent
unhealthy business competition that adversely affects the economy, both among business entities and the
nation as awhole. One significant form of violation in Indonesiaiis bid rigging, with a continuously
increasing case graph according to data from the KPPU in recent years. Therefore, a more effective
approach is needed. In connection with this matter, it is crucial for Indonesiato refer to the United States, a
pioneer in the regulation of the Antitrust Law. Thisisalso evident in Indonesia's formulation of Law
Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition,
where the regulation of business competition in the United States, such as the Sherman Act, significantly
influenced its creation. However, there are still regulatory aspects that can be made more effective
concerning bid rigging. Therefore, this study is conducted in a doctrinal manner. The results of the
comparative analysis of the enforcement concept of bid collusion between Indonesia and the United States,
including its application through court decisions, reveal differences encompassing the authority of
competition law enforcement agencies, legal approaches to bid rigging, imposition of sanctions, aswell as
the implementation of leniency programs, whistleblower protection, and consent decrees.
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